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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara iertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan perkara cerai gugat antara:

pekerjaan mengurs rumah  tangoa, pendidikan - tempat
kediaman di Kalangsar RT.002 RW, 001 Kelurahan Sukamanah
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dalam hal ini
mamberikan kuasa khusus kepada DASTA HADI KUSUMAH,
SH,. dan SAHAL AYNAN, SH., Advckat / Penasehat Hukum
vang berkantor di Jl Leuwidahu No. 25 Kota Tasikmalaya
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 September 2018
yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
1428/Req K/2016/PA Tmk. tanggal 01 September 2016 sebagai
Penggugat;
melawan
_umur 32 tahun, agama lslam, pekerjaan
buruh, pendidikan -, tempat kediaman di Kalangsari RT.002 RW.
001 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota
Tasikmalaya, sebagai Tergugat;
Fengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 September 2016
ielah mengsjukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Kota Tastkmalaya dengan Nomor

1267/Pdt. G/2016/PA Tmk. tanggal C1 September 2016, dengan perkatkan dan

penambahan seperlunya telah mengajukan gugatan bardasarkan alasan
sebagai bertkut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Kutipan Akta
MNikah Nomor ; G25f05/X11/2014 tanggal 05 Desember 2014 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2015 rumah tangga

=

Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karera Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah
nafkah sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebib pada bulan Maret tahun 2016,
vang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih & bulan lamanya,

5. Bahwa Penggugat tetah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah
tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak
berhasil;

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
hidup rukun membina rumabh tangga dengan Tergugat dan apabila rumah
tangga tersebut dilanjutkan akan {ebih banyak madlarat dari pada
maslahatnya ;

Berdasarkan alasanidalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuht

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf {f) PP No. 8 Tahun

1975 jo. pasal 116 hurdf () Kompilasi Hukum !slam, maka Penggugat mehon

agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutny2 menjatuhkan putusan yang amamya berbunyi

1. Mengabuikan gugatan Penggugat ;
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_ Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat _
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3. Membebankan biaya perkara menurut hukum
Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya,

Bahwa datam perkara agwo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum DASTA HADI KUSUMAH, SH, dan SAHAL AYNAN, §H,
Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JI. Leuwidahu No.
25 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01
September 2016, dan telak terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya dengan Nomor 1428/Reg Kf2018/PA Tmk. tanggal 01 September
2018,

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut
diatas, dan memerikse pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)} yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakifi
Kuasanya lelah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh arang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telzh dipanggil secara
resmi dan patut menunut relaas Nomaor 1267/Pdt. G/2016/PA Tmk tanggal 14
September 2016 dan 13 September 2016 yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suaty
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melaiul Kuasanya
agar bempikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat:

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertabankan oleh Kuasa
Penggugat;
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Bahwa uniuk menguatkan datil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
A, Surat;

a. Folokopi KTP atas. nemo

{Penggugat) Nomar :_Tanggal 11 Novemper 2014

vang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
vang temyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibsri tanda P.1;

. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor @ 825/05/X11/2014 Tanggal 05

Desember 2014 yang dikeluarkan alkeh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cipedes Kota Tastkmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Kstua Majelis dikeri tanda P.2;

B. Saksi
1. I v 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

tempat kediaman di Kp. Katangsari RT 02 RW 01, Kslurzhan

Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
05 Desember 2014,

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum
dikarunial keturunan ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak bulan Desember 2015, sudah tidak rukun lagi sering
terjiadi pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pernah lihat dan dengar langsung;

-  Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan

Halarman & dari 14 halaman, Putusan Nomaor ; 1267/PduLG 2016/P8, Tmk,
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karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan
tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah selama & bulan lamanya sampai dengan sekarang dan
sudain tidak bersatu lagi:

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudsh berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil:

- Bahwa, saksi malinat rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertabankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2 _ umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat kediaman di Kp. Kalangsari RT 02 RW 01, Kelurahan

Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Rahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;

- Bahwa, saksi mengetahul Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 05 Desember 2014;

- Bahwa, sakst mengetahui dar perkawinan Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai keturunan

- Bazhwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah  tidak lagi harmonis, sering teradi  perselisihan  dan
pertengkaran  bulan Desember 2015 yang mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan
lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak pemah bersatu lagi;

- Bahwa, perselisihan dan periengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut pernah lihat dan dengar langsung;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab persalisinan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalsh ekonomi,

Halarman 5 dari 14 holarman, Putusan Mormor - 2267/Pdt G 2016,/PA Trmik.
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Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga
Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil:

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah suli dirukunkan dan sudzh tidak ads
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
letih baik bercerai:

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan
tuntutan Penggugat;

Selanjutnys untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkar
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Manimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 01 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1428/Reg. K/I2016/PA Tmk. tanggal 01 September 20186, ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R! Nemor
6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim felah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomoar 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yarng sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut untuk beracara dslam perkara aguo sebagai advokat

profesional;

Halarman & dari 14 halaman, Putusan Nomor @ 1267/Pdt. G/ 2016/PA Trk.
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
batwa tidak datangrya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesual ketertuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor @ Tanun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat {verstek).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomar 1
Tahun 1574, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin  manasehati Penggugat untuk  bersabar agar  bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil,
oleh Karea itu perkara ini harus segera diputuskan,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak permah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah agung Republik
Indonesiz Nomer 1 tahun 2008

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat {1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ity majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,
Penggugat telan mengajukan alat bukti surat P 1, P2 serta dua orang saksi:

tenimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeteral cukup, bemarzegefent dan cocok

dengan aslinya, isi bukli tersebut menjelaskan mengenal agama dan tempat

Hafaman 7 dar 14 halaman, Putusan Nomor ; 1267/Pdt, G/ 201 6/P8 TmK,
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tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukt
tersebut telah memenuhi syaral forma! dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembukiian yang sempurna dan mengikat {voliadig en bindende bewifskracht):

Menimbang, bahwa bukii P.2 (Folokopi Kulipan Akta Nikah) wang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti terssbut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagal suami isten, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukt tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat {volfedig en
hindende bewifskracht);

Menimbang, bahwa sesual dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah MNomor 8 Tahun 1875, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
ister itu tentang adanya perselisinan dan periengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adatah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum islam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumgah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Panggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang pernah lihat dan dengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut tetah memenuhi syarat materiil sebagaimana telan diatur datam
Pasal 171 HIR sehinggs keterangan saksi tersebut memiliki  kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat buklr;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat adalah Keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2} Persturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Isiam. Saksi
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan
Pengougat dan Tergugat serta mengenail keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adafah fakta yang pernah lihat dan dengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, ofeh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagal alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
hersesuzian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenubi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

I. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2.  Bahws Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 05 Desember 2014 di Kecamatan Cipedes Kota
Tasikmalaya:

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
telah belum dikaruniai ketururtan .

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember
2015 hingga s&at ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan
bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah
kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan
tersebut;

&. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumsh sejak setama & bulan lamanya dan
selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul fag dan  tidak
melaksanakan hzak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana

layaknya suami isteri;
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7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Fenggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
FPenggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa ksdua ssksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakia tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

l. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama (slam dan Penhggugat
bartempat tinggal di  wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah;

3.  Bshwa dalam rumah tangga Pengougat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telak terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang rmaksimal untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

h

Bzhwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetah pscah {mariage
breskdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi {orheel baar
tweespait),
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukun,
Menimbang, bahwsa berdasarkan fakia hukum diatas majelis dapat
mengkonstituir sebagai berikut:;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di  wilayah yuridiksi Pengadifan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat {1) dan {2}, jo.
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1889 sebagaimana
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Disclaimer

12

diubah dengan Undang-undang NMomor 3 Tahun 2006 dan psrubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat
{1} Undang-undang Nomar 1 Tahun 1874, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemeriniah Nemeor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompitasi Hukum
Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya,

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan  perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinzgn, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
parkawinan dalam perkara ini {persona standi in judicio}, dan perkara ini
menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama,

Bahwa rumah tanpgga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus manerus,

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk marukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untulk
bercerai dengan Tergugst, maka hal ini menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat,
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alib
pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Igna juz Il halaman 133 yag dijadikan
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

filh LSl Al gl Lgag il Aa g3l A aue S iy
Arfinya; *Disaat istri felah mamuncak rasa fidak suka terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengarn talak
satu,

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi {onhes! baar fweespall), sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warochmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum |slam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an

Surat ar Rum [20] ayat 21, telah tidak terwujud;
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6, Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan {agi, akan menimbulkan mafsadat yang lebin besar dari
pada manfaatnya, padahal menclak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;

mllaall cila o atia aliall ¢
“Menolak kerusakan lebih didahuiukan dari pada mengarmbif kebaikar

7. Bahwa karsna rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudsh tidak rukun,
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakia
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 hurdf (T} Peraturan Pemerintah Nomeor 9 tahun 1975 jo
Fasal 116 huruf (f) Kompitasi Hukum Isiam, sehingga gugatan Penggugat
patut untuk dikabulkar,

3. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum {onrechimatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Manimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul}, dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan
dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119
ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatubkan talak satu ba'in sughra dan Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang bahwa taiak satu ba'in sughra merupakan taiak yang
dijatubkan cleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru,

Menimbang. bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomar 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubab dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 208 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tabhun
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Disclaimer

2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
diperintahkan untuk mengirimkan safinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatal Nikah Kantor Urusan Agama dimana
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan;

Menrimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat {1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, hiaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pads
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara inj;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir |
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek |

3. Menjatuhkan ialak satu ba'in sughro Tergugat _

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes
Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu |

5. Membebankan kepada Pernggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 381.000.- ({tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Okteber 2016 Masefi, bertepatan
dengan tanggal 4 Muharam 1438 Hifriyah, oleh kami Elis Marliani, 5.Ag., MH.
sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag., MH. dan Lia Yuliasih, S Ag.
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masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Mohammad Ramdani, S H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Kuasa Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

Ketua M
TERAL (3 / ’

lis

i

Supian Daelani, S.Ag., MH.
Hakim Anggota

Lia Y»Ln sih, S.Ag.
i

Panitera Pengganti

LN mad Ramdani, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000-
2. Proses : Rp. 40.000 -
3. Panggilan : Rp. 300.000,.-
4. Redaksi : Rp. 5.000 -
5. materai : Rp. 6.000 -
Jumlah Rp. 381.000-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

FPemberitahuan isi e
Putusan Tanggal ; t‘ﬂ L{'ob'f'

Putusan Berkekuatan "2&-_, Co - lolt
Hukum Tetap Tang@al ;o i

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor ; 1267/Pdt, G/ 2016/PA, TmK,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 14
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



